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ABSTRAK

Judul Skripsi . Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang

Nama : Noviarman

NIM : 02061001122

Kata Kunci . Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Wajib Pajak,

Pajak Daerah, Kontribusi, Kesadaran hukum

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan
bagian dari Pajak Daerah yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan
asli daerah, oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pelaksanaannya dilapangan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
penetapan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota
Palembang terhadap peraturan yang sering dilanggar yaitu dalam hal pembayaran
pajak tanpa menggunakan identitas diri dan mengisi formulir pendaftaran terlebih
dahulu. Penyusunan skripsi ini mengunakan metode penelitian hukum yuridis empiris
tehnik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak
yang terkait dengan masalah ini. Seluruh data akan dianalisis menggunakan metode
deskriptif kualitatif.

Sering dilanggarnya peraturan dalam pelaksanaan penetapan pajak dan bea balik
nama ini disebabkan karena faktor budaya hukum antara wajib pajak dan petugas
Samsat. Faktor ini dipengaruhi anggapan bahwa apa yang dianggap baik sehingga
dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Anggapan jika melakukan
pembayaran pajak tanpa menggunakan identitas diri dan mengisi formulir
pendaftaran terlebih dahulu tidak merugikan masing-masing pihak sehingga dianggap
baik, karena anggapan baik itulah lama kelamaan terus dilakukan.

Di dalam pelaksanaan penetapan ini ditemui beberapa hambatan-hambatan yaitu
kurangnya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dan
melakukan bea balik nama atas kendaraan yang dimiliki. Hambatan-hambatan

tersebut dapat diatasi dengan upaya hukum seperti, melakukan penyuluhan pajak dan
razia kendaraan bermotor.




ABSTRACT

Title Thesis . Tax Determination execution fee and Motor Vehicle Office in
Samsat Palembang

Name : Noviarman
Nim 02061001122
Keywords : Motor Vehicle taxes, vehicle registrations, taxpayers, Local Taxes,

Contributions, legal awareness

Motor Vehicle Tax fee and Motor Vehicles is part of a regional tax, which
contributed most to local income, therefore it is important to know how its
implementation in the field. The purpose of this paper is to study and analyze the
implementation of tax determination and vehicle registrations of motor vehicles in the
city of Palembang Samsat Office of regulation is often violated in the case of tax
payment without the use of identity and fill out the registration form first. Preparation
of this paper uses empirical research methods juridical law data gathering techniques
of field research and interviews with parties related to this issue. All data will be
analyzed using qualitative descriptive methods.

Often in violation of regulations stipulating the implementation of taxes and duties
under this name due to legal culture between taxpayers and officials Samsat. These
factors influenced the assumption that what is considered good, so embraced, and
what is considered bad enough to be avoided. Presumption if the tax payment without
the use of identity and fill out the registration form in advance not harm each party so
that is good, because that's a good assumption over time continue to be done.

In carrying out this determination encountered some obstacles are lack of legal
awareness of taxpayers to pay taxes on their vehicles and do vehicle registrations of
vehicles owned. These constraints can be overcome by such legal action, conducting
raids counseling and motor vehicle tax.

Xvii




BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyatl. Pajak merupakan sumber penerimaan negara
yang paling potensial. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sarana utama dalam
mencapai tujuan negara tidak semata-mata digunakan untuk memasukan uang
sebanyak-banyaknya kepada kas Negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Sehubungan dengan
adanya pasal 23 UUD 1945, maka pajak merupakan beban bagi rakyat. Mengingat
bahwa beban selalu memberatkan mereka yang harus memikulnya, maka sewajarnya
bila beban bagi rakyat yang berupa pajak harus ditetapkan seadil-adilnya.

Pemungutan pajak ini dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang. Indonesia

'Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, Pasal 1 ayat 1



merupakan Negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang menetapkan bahwa “pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-
Undang”.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan
pajak adalah pemerintah pusat. Mengingat begitu luasnya wilayah Negara Republik
Indonesia, tidak mungkin pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat
sendiri oleh karena itulah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-
Undang Otonomi Daerah, dimana dengan Otonomi daerah itu sendiri daerah diberi
hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan®. Atas dasar Undang-Undang tersebut pemerintah daerah jadi
mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai upaya untuk
menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri, serta
tantangan persaingan global. Secara nyata untuk mengetahui kemampuan daerah

dalam mengatur dan mengurus rumah tangga salah satunya adalah kemampuan self-

’Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Pasal 1 ayat 5



supporting dalam bidang keuangan’. Faktor keuangan adalah faktor yang paling
utama dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi
daerah. Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif
dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan,
dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui
secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri®.

Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam
membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-
sumber pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang
wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja,
mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau
masyarakat’. Sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945
tersebut, untuk pajak daerah telah diatur dalam undang-undang khusus di bidang
pajak daerah dan retribusi.

Mengingat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu
menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Maka dalam hal
ini Pemerintah Daerah perlu juga diberi wewenang dalam memungut pajak di daerah

mereka masing-masing. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

*Josef Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta.
RajaGrafindo Persada.1997.hlm.123

*Ibid.him.124

*HA.W. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. RajaGrafindo
Persada.2004. Him. 7



daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang
kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut Pemerintah
Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi
menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut
oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh departemen keuangan.
Pajak pusat itu sendiri antara lain terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan Bea Materai. Pajak
Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan
oleh Dispenda. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Reklame, dan lain-lain.

Adanya pungutan pajak daerah merupakan suatu konsekuensi logis dalam
kehidupan bermayarakat didaerah. Daerah membutuhkan dana yang besar untuk
membiayai pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada
ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya.
Dewasa ini sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan
masyarakat. Dengan semakin banyaknya fasilitas jalan raya yang dibangun

pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat akan kepemilikan kendaraan



bermotor semakin tinggi. Disamping itu adanya kemudahan kredit dari suatu
Persekutuan Dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi
masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Demikian beban pajak yang akan
ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan
memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang mampu untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan angkutan secara efisien, khususnya pembangunan sektor
transportasi jalan, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah dan kerangka
kebijakan prasarana lalu lintas dan angkutan. Adanya langkah-langkah dan kerangka
kebijakan tersebut akan mempengaruhi rencana peningkatan dari sektor pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Rencana peningkatan
penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu
sendiri merupakan suatu kebijaksanaan manajemen dalam rangka meningkatkan
penerimaan melalui langkah-langkah dan upaya yang harus dilaksanakan, dengan
mempertimbangkan potensi yang ada dan kemungkinan yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berupaya untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah ini. Upaya
peningkatan pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui pungutan pajak, antara lain
berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang

dipungut melalui Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat).



Mengingat pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor bagi penerimaan kas daerah maka masalah ini perlu untuk dikaji
lebih mendalam dan diteliti apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan
bermotor yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 tentang
pajak kendaraan bermotor dan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2001 tentang bea
balik nama kendaraan bermotor, telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak
yang berkepentingan. Masyarakat belum mengetahui seluruhnya isi dari peraturan
perundang-undangan tersebut karena belum sempurnanya sosialisasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan
aparatur pajak yang terkait hanya menjalankan wewenangnya sesuai peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya
ketidaksamaan cara pandang yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan teknis
di lapangan dalam pemenuhan asas keadilan sekaligus menyangkut kualitas
pelayanan yang sangat penting bagi pembentukan kesadaran membayar pajak.

Pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang sesuai sangat penting diketahui oleh masyarakat atau
wajib pajak sehingga iklim perpajakan yang sehat dapat terwujudkan. Iklim yang
sehat berarti masyarakat wajib pajak mau dan sadar akan kewajibannya membayar
pajak, oleh karena itulah Pelaksanaan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor yang benar yang pertama kali harus diketahui oleh
Wajib Pajak.



Dalam peraturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dalam Surat
Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja
Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 Tanggal 15
Oktober 1999 menyebutkan secara jelas untuk melakukan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu wajib pajak
harus mengisi formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor
(SPPKB) serta melampirkan kartu identitas atau tanda jati diri yang sah. Dimana
dalam Kantor SAMSAT hanya ada satu formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran
Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang berfungsi sebagai permohonan STNK,
pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan Pajak dan permohonan Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan(SWDKLLIJ)®.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Satu
Atap (Samsat) Kota Madya Palembang tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa
pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
sechingga permasalahan dalam pajak kendaraan bermotor harus mendapatkan
perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam prateknya banyak wajib pajak yang
tidak mengisi formulir SPPKB tersebut dan tidak memiliki atau melampirkan kartu
identitas diri yang jelas dapat melakukan pembayaran.

Berkaitan dalam hal pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor setiap pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor

*Himpunan Peraturan Tentang Pelaksanaan Samsat. him.26



masih atas nama orang lain, yang seharusnya dalam jangka waktu 30 hari sudah
melakukan Bea Balik Nama. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling
lambat 30 hari sejak saat penyerahan’. Kenyataannya masih banyak pemilik
kendaraan bermotor memiliki kendaraan masih atas nama orang lain.

Ketidaksesuaian pelaksanaan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea
balik nama kendaraan bermotor dilapangan dengan peraturan yang telah ditetapkan,
didasarkan pada faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pada
intinya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan
apa yang dianggap buruk sehingga dihindari®. Perlu diketahui mengapa peraturan
yang telah ditetapkan dapat dikesampingkan atau dilanggar dengan mudah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri,
menemui kendala—kendala yang menghambat yaitu masih banyaknya pemilik
kendaraan yang tidak mau membayar pajak kendaraannya. Demikian perlu dilakukan
upaya-upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, karena jika kendala-
kendala tersebut dapat di minimalisir akan memberikan dampak yang positif dalam

penerimaan dari sektor pajak daerah.

"Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pasal 8

%Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HukumJakarta. PT.Raja
GrapindoPersada.2010.him.59



Berdasarkan uraian di atas diangkat tema tersebut ke dalam penulisan skripsi
dengan judul “PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA
PALEMBANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas maka masalah yang ingin dibahas dalam skripsi ini

adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor di kantor Samsat Kota Palembang?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan
Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota
Palembang?

3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam
pelaksanaan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
a. Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penetapan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di

kantor Samsat Kotamadya Palembang.
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b. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kota Palembang.

c. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk
mengurangi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut.

2. Manfaat Penulisan
- Manfaat Teoritis
Memberikan masukan dan menambah pengetahuan terhadap perkembangan
ilmu hukum bagi kalangan akademisi dalam bidang hukum pajak khususnya
tentang pelaksanaan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor, serta memberikan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin
mengkaji persoalan ini lebih lanjut.
- Manfaat praktis
a. Memberikan masukan pada pegawai pajak untuk mengambil langkah-
langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dalam menentukan atau
menetapkan suatu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.
b. Memberikan masukan bagi wajib pajak agar memiliki kesadaran hukum

untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu,
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D. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam mempermudah pembahasan dan mengingat luasnya cakupan
pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti serta
terbatasnya kemampuan dan waktu yang tersedia, agar pembahasan tidak
menyimpang dari permasalahan dan supaya analisisnya lebih terarah dan sesuai
dengan judul penulisan. Dalam penulisan skripsi ini hanya membatasi pembahasan
dari segi Pelaksanaan Penetapan PKB dan BBN-KB yang diatur dalam Surat
Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa raharja
(persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 Di
Kantor Samsat Kotamadya Palembang dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001,
karena tata cara pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam peraturan tersebut, serta upaya yang
dilakukan oleh lembaga Samasat Kotamadya Palembang sebagai solusi optimalisasi

terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan
antara studi yuridis empiris dan studi yuridis normatif yaitu dengan melihat dan

mempelajari kenyataan dilapangan lalu kemudian disesuaikan dengan peraturan
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perundang-undangan serta teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan
penulisan ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:
a. Penelitian lapangan ( Field research)
Melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara, yang
berupa wawancara berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara
yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.’
Wawancara ini dilakukan dengan melalui responden yang dipilih dengan cara
non-Probabilitas atau non-Random dengan metode purposive sampling,
yaitu pemilihan responden secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan
tertentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti,'® yaitu dengan : Pegawai
pajak dan wajib pajak di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Kota
Palembang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.
b. Penelitian kepustakaan (library research) untuk penelitian normatif
dilakukan dengan cara meneliti:'!
b.1.Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

terdiri dari norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan

9 . . .
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian H: j
s s g nelitian Hukum, Jakarta Raja Grafindo

1bid. him. 10.
"Ibid him. 31.
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dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan
perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

b.2.Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukun yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-
bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus
hukum, karya-karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan
masalah ini.

b.3.Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
bahan-bahan hukum tersier yang digunakan, salah satunya Kamus Besar
Bahasa Indonesia

. Analisis data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan

lengkap, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti

kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap,

sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses editing ini

meliputi: keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data,
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kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman satuan
data'?. Setelah data-data yang di dapat baik data primer, sekunder, maupun
tersier diolah, maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk
menggambarkan prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor, dan kontribusi penerimaan yang diperoleh
pemungut Pajak dari pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dalam
mengatasi hambatan yang ditemui di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap
(Samsat) kotamadya Palembang.
. Lokasi penelitian
Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) yang beralamat di JI. Kampus

POM IX Palembang.

"Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT RajaGrafindo.1998. him.129
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